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Abstrak: Kemajuafi Wgetahuan dan peratlaban telah

memkikan berbagai l<emudahan bag kehidupan

manusia. Di bklang ekonomi misalnya, seseorang brsa

ilengan mudah mengadakan transaksi baik dengan

tebpon atauryt uia internet. Begitu pula se\eorang

bisa meminjam uang hanya dengan jaminan

kepercnyaan, -yang tlikenal dengan "ftlusia" -, meskr

tetap harus memenuhi tuntutan regulasi yan9

nrcmbeikan kepastian huhtm. Akan tetapi dalam

praktiknya, beberapa Wlaku ekonomr justru
mengabaikan ketentuan-letentuan yang ada. Bahkan

tidak jarang, mereka melahtkan rynyimpangan dengan

xngaja dalam rangka menyiasati ulah hukum.
Padalul, yaktik Wflylmryngan "di balDah tangan"

selalu menyisakan persoalan yang justru menwlitknn
seseorang untuk rnengambil haknya.

Kata Kunci : bank, kreditur, debitur, iaminan

PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pin;aman

dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu sudah merupakan
suatu hal yang waiar. Apalagi, sekarang ini tersedia fasilitas
dan kemudahan untuk hal itu. Banyak lembaga keuangan
yang meruwarkan piniaman dana, mulai dari bank
(pemerintah dan swasta), Iembaga pegadaian, dan lembaga
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keuangarr buLarr bank lalnnva Bahkan dalam praktek,
transaksi piniam meminiam dana dapat dilakukan dengan
mudah tanpa proses vang berbelit-belit.

Hanya safa, agar transaksi pinjam meminjam ini dapat
berlangsung dengan baik, maka dalam prektek dipertukan
adanya " jaminan/agunan" dari pihak yang berhutang
kepada pihak yang krpiutang. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan
perlaniian dan iika yang berhutang ingkar janji maka benda
yang diiadikan iaminan dapat dijual oleh pihak yang
trrpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak
dibayarkan tersebut.

lstilah "laminan" menurut Hartono Hadisoeprapto
adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan melunasi
kewaiiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari
suatu perikatan.l Keberadaan s€buah iaminan sangat

diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan

antara kreditur dan debitur pihak kreditur mempunyai suatu

kepentingan bahwa debitur memenuhi kewalibannya dalam
perikatan tersebut.

Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak

yang menggunakarl khususnya bagi pihak yang memberikan

fidusia (debitur). Menurut UU No.42/7999 pasal 5 ayat 1

ditentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan

filusia dibuat dengan akta notaris dengan bahasa Indonesia

dan merupakan merupakan akta iaminan fidusia.

' Hedisoeprapto, Pokok-Pokok Pcikatza dan Jaminzlr' (Yogy^kaft^l
l,iberB, 1984),50
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Akan tetapi dalam kenyataannya perjanjian jaminan

fidusia masih ada yang dilakukan dengan perjaniian di

bawah tangan, sebuah perianjian yang hanya diketahui oleh

kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tidak rtilakukan

dihadapan notaris dan tidak didaftarkan pada kantor

Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman RI. Keadaan ini
akan memunculkan banyak persoalan dan menyulitkan

kedudukan keditur bila pihak debitur melakukan

wanprestasi.

PENGERTIAN FIDUSIA

Fidwia dalam Bahasa Belanda disebul Eiduciare

Eigerulom Ozxrdracht yang sering disebut dengan istilah
penyerahan hak milik secara kepercayaan. Berdasarkan asal

katanya fidusia berasal dari kata "fdes" yang berarti
kepercayaan. Sesuai dmgan arti katanya, maka hubungan
antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima
fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan
kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur
bersedia untuk mengembalikan hak milik yang telah
diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya.
Kreditur juga percaya bahwa debitur tidak akan mmyalah
gunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya

dan bersedia untuk memelihara barang tersebut selaku bapak
rumah tangga yang baik-2

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan batasan dan
pengertian mengenai fidusia, yaitu: "pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

2 Hoey Oey Tiong, Fidusia SebagaiJaminan Unsutunsut Pcrikzun
(Indonesia: Ghalia, 1983), 21.
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keterrtuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia
memberikan pengertian tentang iaminan fidusia yaitu:
"...kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia
terhadap kreditur".

Dari pengertian mengenai fidusia dan jaminan fidusia
di atas, dapat disimpukan bahwa dalam iaminan fidusia
terdapat beberapa priruip utama yaitu:

1. Bahwa secara riil pemqlang fidusia hanya berfungsi
sebagai pemegang jaminan saia, bukan sebagai pemilik
yang sehnarnya.

2. I'emegang fidusia berhak untuk mengeksekusi barang
jamina+ iika ada wanprestasi dari pihak debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jarninan

fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi
fidusia.

4. |ika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi
jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus
dikembalikan kepada pemberi fidusiar

OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Pasal 1 angka (4) Undang-undang Jaminan Fidusia
menyebutkan bahwa benda yang meniadi obyek jaminan

fidusia adalah benda bergerak yang dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yang terdaftar maupun yang tidak terdaltar dan bmda tidak
bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani

dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

I Muair Fuady,./ezr inzn Fidueia (Bnduag: ff . Citt"a Adity. B.kti,
2003), 4.
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak

tanggungan.

Di samping itu, ketentuan mengenai obyek jaminan

fidusia pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat
dalam ketentuan pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 Undang-

Undang laminan Fidusia. t ebih lanju! dalam pasal 20

dijelaskan bahwa: "faminan fidusia tetap mengikuti benda

yang menjadi objek laminan fiducia dalam tangan siapapun

benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda, persediaan

yang menjadi objek jaminan fiducia".

Menurut Sahioa, obyek jaminan fidusia meliputi benda

bergerak dan benda tetap tertentu yang tidak dapat
dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau
hipotik dengan syarat bahwa benda itu dapat dimiliki dan
dialihkan. ladi obyek iaminan fidusia adalah:

a. Benda bergerak

b. Benda tidak bergerak

c. Khusus yang berupa bangunan, yang tidak bisa dibebani
dengan hak tanggungan, dan

d. Harus bisa dimiliki dan dialihkan.
Adanya syarat bahwa obyek jaminan fidusia "bisa

dimiliki dan dialihkan" adalah berkaitan erat dengan hak-hak
kreditur penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia
dalam hal debitur pemberi fidusia cidera janji/wanprestasi.

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Pembebanan jaminan fidusia didahului dengan
perjanjian yang menimbulkan hubungan hutang piutang
yang merupakan perjanjian pokok. Perjanjian fidusia bersifat
accessoit, artinya ada atau tidaknya tergantung pada

. Sastro, J, Itukum Jamiaan, Hak Janioan daa Kedudukaa Fidusiz,
(B.odung: Citra Adity. B^kt;, 2A02), 179,
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peqaniian pokok yang biasanya berupa perjanjian
peminjaman uang pada bank. Di dalam praktek perbankan
perjanjian fidusia ini sering diadakan sebagai tambahan
jaminan pokok, manakala jamiran pokok itu dianggap
kurang memadai.s

Hal ini dipertegaskan lagi dalam Pasal 4 Undang-
Undang laminan Fidusia yang menyebutkan bahwa "lamirnn
fidusia merupakan perianjian ikutan dari suatu pe{anjian
prrkok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi". FIal ini berarti bahwa perjanjian

iarninan fidusia merupakan peianiian yang bersifat accessor'r.

Adapun korsekuensi dari perjaniian accessoir itu adalah:

1. Keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok
2. Hapusnya terSantung pada perjanjian pokok

3. Jika perjanjian pokok batal - maka ikut batal

4. Ikut beralih dmgan beralihnya perjanjian pokok
5. Jika perutangan pokok beralih karena cessre atau subrogasi,

maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.5

Menurut Sahio, jaminan fidusia yang merupa.kan

peianjian bersilal acessir mempunyai ciritiri yaitu saat

lahimya atau adanya, berpindahnya dan hapusnya atau

berakhimya mengikuti perianjian pokok tertentu. Fidusia

merupakan saraftr pemhrian jamirun yang dimaksudkan

untuk meniamin suatu hutang, suatu kewaiiban hukum,

sehingga perianjian pokoknya adalah perjanfian yang

menimbulkan hutang/kewajiban hukum @ersilat obligatoirl

yang dilamin dengan fidusia yang bersangkutan. Da&

t Sofimn, Sri Socdcmi Masichoco, 1977, Bebenpe Masalab
Pclrkleneet Lcnb.g. Jemiaet Khusasny. Fidosia di dalam Pruktek daa
Petkeabangan di Indorrcsi4, (Yogyakana: Fakulos Hukum UGM, 197/),

.

6 lbid.,34.
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perianjian fidusianya, bercilat accessoir (tergantung) pada

perjanjian pokok tersebut.T

Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebu&an
"pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan

akta notaris dalam Bahasa lndonesia yang merupalan akta

Jaminan Fidusia".

Dipilihnya bentuk notariil biasanya dimaksudkan agar

untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang

sangat luas, para pihak terlindungi dari tindakan yang

gegabah dan keliru, karena secara nohris biasanya juga

bertindak sebagai penasehat bagi kedua belah pihak dan
melalui nasehahrya diharapkan agat para pihak sadar akan
akibat hukum yang bisa muncul dari tindakan mereka. Di
samping itu adanya kewajiban notaris untuk membacakan isi
aktanya sebelum para pihak mmandatangani akta yang
bersangkutan, juga berfungsi sebagai perlindungan akan
tindakan yang "sembrono" dan gegabah.e

Selain hal tersebut, syarat akta notariil dalam Pasal 5
Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan syarat materiil
untuk berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia
atas pe4anjian peniaminan fidusia yang ditutup oleh para
pihak dan sekaligus sebagai alat bukti.s

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, yang
meliputi nama lengkap, agama tempat tinggal atau

1 Satrio, Hukum Jamiaz4196.
3 tbid.,202.
e lbid.
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tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, ienis
kelamiry status perkawinan dan pekerjaan.

2. Dala perjaniian pokok yang dijamin fidusi4 yaitu hal-hal
yang berkaitan dengan macam perjanjian dan hutang
yang diiamin dengan fidusia.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jamiman
fidusia. Hal ini cukup dilakukan dmgan mengidentifikasi
benda tersebut dan dijelaskan mertgerui surat bukti
kepemilikarurya. Dalam hal benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan

(inoentory) yang sx,lalu berubah-ubah dan atau tidak tetap,

seperti stok bahan baku atau barang jadi, maka dalam
akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengmai jenis,

merek kualitas dari benda tersebut.

4. Nilai penjamina& yang menunjukkan ju-mlah beban yang

diletakkan atas obyek jaminan fidusia. Penyebutan nilai
peniaminan diperlukan untuk menentukan sampa.i

seberapa besar penerima fidusia "maksimal" preferen

dalam mengambil pelurusan atas hasil penjualan benda

jaminan fidusia.

5. Nilai benda yang meniadi obyek jaminan fidusia. Dalam

praktek perkredita4 penentuan nilai benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur yang

rnenaksir nilai benda jaminan dan nantinya dipakai
sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan

besamya kredit yang akan diberikan. (Penjelasan Pasal 6

huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

PENDAFTARAN FIDUSIA

Kewaiiban pendaftaran fidusia didasarkan pada

ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
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1q99. yan8 menyPbutkarr bahwa 'llentla varll: dilthanr
dengan iaminan fidusra waiib didaltarkan'

Pendaftaran benda laminan fidusta, men;adr svarat bagt

berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang

laminan Fidusia. Fidusia yang tidak didaftarkan. tidak bisa

menikmati keuntungan-keuntungan darr ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Fidusia.

Pendaftaran dimaksudkan agar sebuah tindakan mempunyar

akibat hukum terhadap pihak ketiga. I)engarr Jrndaftaran,
pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri vang melekat pada benda

yang bersangkutan dan adanya ikatan iaminan dengan ciri-
ciri yang ada di saru.to

Pendapat yang sama iuga dikemukakarr oleh Iuady,
yang menyatakan bahwa pendaftaran berkaitan erat dengan
ciri jaminan hutang yang modem yaitu terpenuhinya unsur
publisitas, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat
mengetahuinya atau mempunyai akses untuk mengetahui
informasi-informasi penting di sekitar ;amrnan hutang
tersebut. Asas publisitas ini meniadi semakrn grenting

terhadap iaminan-;amrnan hutang vang lisit obyeL

;aminannya tidak diserahkan kepada kreditur.

Pendaftaran iaminan fidusra dilakukan pada Kanto,
ltndaftaran Fidusia (pasal 12 avat (l) Undang-UNdang
laminan Fidusra), vang berada dalam hngkul. tr1g65

f)epartemen Hukum dan Hak Asasr Vanusia (d, h

l)epartemen Kehakiman dan Hak Asasr Manusra), vany- ada

di setiap Ibukota Proprnsr di Wilavah Repuhhk lndonesla)

Permohonan pendaftaran dilakukan olt'h petrerrnra
lidusra vang kemudian akan dituliskan dalam Buku l)attar
Fidusia Tanggal pendaftaran lamrnan tidusta dalam l.'ukrr
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daitar fidusia merupakan saat lahimya iaminan fidusia
Dengan dilakukarurya pencatatan pada buku daftar fidusia,
selanjuhrya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat
jaminan fidusia dan menyerahkarurya kepada penerima
fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran (pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

Jaminan Fidusia).

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata
"DI]MI KEADII.AN BERDASARKAN KE-TU}IANAN YANG
MAHA ESA", sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mernperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut
mal.a pemegang iaminan fidusia memiliki hak untuk
diderhulukan dari pada keditur-kreditur lainnya atau yang

diseb$ |uga hak prefere n.

HAX PRETERENSI PENERIMA FIDUSIA

}lak preferm addah hak dari kditur pemegang

iaminan tertentu untuk mendapa&an haknya terlebih dahulu
dibandingkan dari kreditur yang lainnya. atas pelunasan

hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang iaminan
milil< debitur.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ]aminan Fidusia,

mmyebutkan bahwa hak yang didahulukan adalah hak

penerima fidusia untuk mengambil pelutusan Piutangnya
atas hasil eksekusi benda yang meniadi obyek iaminan
fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak

yeferensi kepada penerima fidusia, hal mana ditegaskan

dalarn ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan
Fidusia yang menyebutkan "Penerima fidusia memiliki hak

yang didahulukan terhadap kreditur lainnya".
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Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa status hak

qefermsi diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di
Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi hak preferensi dimiliki oleh

penerima fidusia apabila jaminan fidusia tersebut

didaftarkan. Dengan kedudukarurya sebagai krediax preferen,

maka penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan

dibandingkan kreditur lairurya. Hal ini disebabkan oleh

adanya hak kebendaan pada fidusia. Artinya jika debitur
cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur
penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau

mmgeksekusi benda jaminan fidusia. Dary kreditur
mendapat hak terlebih dahulu untuk mendapatkan

pelunasan hutang dari eksekusi benda jaminan fidusia
tersebut.

Hak preferensi dari pemegang jaminan fidusia tidak
hilang walaupun debitur dinyatakan pailit sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Jamirnn Fidusia. Ketentuan itu berlaku selama jaminan
fidusia tersebut didaftarkan. Tanpa pendaftarao kedudukan
penerima fidusia hanya sebagai paitas cteditoium
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan
bahwa jika ada lebih dari satu fidusia atas satu obyek jaminan
fidusia maka hak qefom diberikan kepada hak yang lebih
dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

EKSEKUSI IAMINAN FIDUSIA

Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan suatu
keputusan pengadilan atau akta. Tujuan daripada eksekusi
adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui
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hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau
pihak ketiga pemberi jaminan.tt

Sebelum keluamya Undang-Undang Jaminan Fidusia,
tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya
mengeksekusi jaminan fidusia. HaI ini dikarenakan fidusia
berkembang di Indonesia melalui Yurisprudensi. trmbaga
ficlusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapat
pengakuan dalam Keputusan H.G.H. tanggal 18 Agustus
1932 dalam perkara antara B.P.M. melawan Clygnett. Oleh
karena itu, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi
jaminan fidusia dilakukan dengan memakai gugatan biasa

lewat pengadilan dengan prosedur panjang, mahal dan
mdelahkan. 12

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999, maka, terdapat kepastian mengenai eksekusi benda
jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)

Undang-Undang Jamirnn Fidusia yang menyebutkan:

(1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi

terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
dapat dilakukan dmgan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;

b. Penjualan benda yang mejadi obpk iaminan fidusia
atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui
pelelangan umum;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan

berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima

fidusia lika dengan cara demikian dapat diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

rr Saaio, Hukua Jaminan, 3?.0.

D Ft 
^dy, 

laminen Fidusi4 57.

6,1
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Perlu diperhatikan, bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-

Undang Fidusia merupakan ketmtuan bersyarat yang baru

berlaku apabila syarat yang disebutkan di sana dipenuhi,

yaitu syara! bahwa "debitur atau pemberi fidusia sudah

cidera ianji".

PENUTUP

Perjanjian iaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan

adalah tidak sah. Oleh karena itu iika terjadi wanprestasi

tidak ada perlindungan bagi bank sebagaimana diatur dalam
UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan
demikian, untuk mmdapa&an perlindungan hukum.
perjanjian jaminan fidusia hendaknya dilakukan dengan
didaftarkan kepada lembaga yang berwenang.
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